Buku Ajar

Rachmat Lhya' SH, MH, M.IP

Penerbit : LPPM Unsuri Surabaya




HUKUM

TATA NEGARA

Oleh :
Rachmat lhya' SH., MH., M.IP

Penerbit :
LPPM UNSURI SURABAYA



HUKUM TATA NEGARA

Penulis
Rachmat Ihya' SH., MH., M.IP

Editor
Ikhwanuddin, ST., M.Eng

Desain dan Tata Letak Sampul
Tim Kreatif LPPM Unsuri

Penerbit
LPPM UNSURI SURABAYA

Redaksi
JI. Brigjend Katamso Il Waru — Sidoarjo 61256
Email : lppm@unsuri.ac.id

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
LPPM UNSURI SURABAYA

Cetakan | : Januari 2023

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan buku ajar yang
berjudul “Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara” ini dapat
diselesaikan dengan baik. Hal tersebut, tidak terlepas dari
dukungan berbagai pihak yang mengharapkan adanya buku ajar
ini sebagai panduan pembelajaran mata kuliah Hukum Tata
Negara diPerguruan Tinggi.

Buku yang tengah ada dihadapan pembaca saat ini adalah
kumpulan materi-materi ajar, baik modul, artikel maupun
beberapa sumber (referensi lainnya) yang berhubungan dengan
materi Pengantar Hukum Tata Negara. Disusunnya bahan ajar
Hukum Tata Negara diharapkan dapat menjadi opsi referensi
bagi para dosen/pendidik dan mahasiswa dan sivitas akademika
yang ada di Perguruan Tinggi pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan buku ini.

Akhirnya harapan penulis sejak lama dapat terwujud,
dengan hadirnya Buku Ajar mata kuliah Hukum Tata Negara.
Sebagaimana penyusunan buku ajar yang lain, penulis
menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna baik dari materi
dan susunannya. Dengan lapang dada dan kerendahan hati,
penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat
konstruktif (membangun) guna memperbaiki buku ini agar

lebih baik lagi

Rachmat Thya’
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ukum tata negara mengalami dinamika perubahan yang
Hsangat mendasar dibidang ketatanegaraan diawali oleh
krisis multidimensi yang mengakibatkan pengunduran diri
Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, berhentinya Soeharto
diakibatkan adanya protes bertubi-tubi dan terus menerus dari
rakyat pada umumnya dan para mahasiswa khususnya, di tengah-
tengah merosotnya keadaan sosial dan ekonomi. Pengunduran
diri Presiden Soeharto membuka ruang demokratisasi di semua
bidang kehidupan, berbagai tuntutan yang disuarakan masyarakat
untuk memperbaiki struktur ketatanegaraan, salah satu tuntutan

masyarakat adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.!

1 Tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut: 1). Amandemen UUD
1945; 2). Penghapusan Dwi Fungsi ABRI; 3). Penegakan Supremasi
Hukum, Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemberantasan
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN); 4). Desentralisasi dan Hubungan
yang adil antara Pusat dan Daerah; 5). Mewujudkan kebebasan pers; 6).
Mewujudkan Kehidupan Demokrasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (MPR RI), Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003), hlm. 6.
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Sejalan dengan tuntutan reformasi, Majelis Permuswaratan
Rakyat (MPR) sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam
Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945, telah melakukan perubahan UUD
1945 sebanyak 4 (empat) kali. Perubahan UUD 1945 pertama kali
dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999, perubahan kedua
pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada
Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan perubahan keempat pada
Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan konstitusi tersebut
telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang

mengubah sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan UUD 1945 berdampak pada sistem dan
perkembangan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan
yang sangat subtantif, perubahan tersebut antara lain: pertama,
adanya pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dengan jelas,
hanya dua periode masa jabatan, yang sebelumnya ditafsirkan lebih
bahkan sampai tujuh kali pada masa zaman Orde Baru, serta pada
masa Orde Lama mengukuhkan presiden Soekarno sebagai presiden
seumur hidup mempertegas sistem presidensial untuk membatasi
kekuasaan presiden dengan masa jabatan yang pasti; kedua, diatur
dengan tegas mekanisme dan alasan-alasan pemberhentian presiden,
sebelum perubahan UUD 1945 kecendrungan pemberhentian
presiden dilakukan dengan cara-cara proses politik; ketiga, peralihan
kekuasaan dari executive heavy ke legislative heavy; keempat,
mempertegas dan rinci pengaturan tentang hak asasi manusia dan
otonomi daerah; kelima, lahirnya lembaga-lembaga negara baru
seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah,
Komisi Yudisial, serta hapusnya Dewan Pertimbangan Agung,
diganti dengan dewan pertimbangan presiden; keenam, pemilihan
presiden langsung oleh rakyat yang sebelumnya presiden dipilih dan
diangkat oleh MPR dan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi

negara.
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Dengan perubahan UUD 1945 tersebut, berimplikasi terhadap
hukum tata negara karena hukum tata negara sebagai salah satu
cabang ilmu hukum mempuyai sumber hukum utama yaitu Undang-
Undang Dasar, begitu juga dengan dinamika perubahan struktur
politik negara sangat berpegaruh terhadap hukum tata negara.
Perubahan-perubahan ketatanegaraan tersebut perlu pengkajian
yang lebih luas dan mendalam sehingga tercipta pemahaman yang
utuh dan komprehensif tentang hukum tata negara yang berlaku

saat sekarang ini.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Buku hukum tata negara dimaksudkan untuk bahan bacaan
mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan tidak
tertutup kemungkinan untuk bahan bacaan mahasiswa perguruan
tinggi lainnya serta masyarakat umum yang berminat mendalami

kajian hukum tata negara.

Buku ini sifatnya pengantar berarti masih bersifat umum dan
belum menyentuh hal-hal yang subtantif atau pokok-pokok hukum
tata negara, karena buku ini diniatkan untuk buku teks/bahan
ajar mahasiswa di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Adanya pengabungan matakuliah hukum tata negara dan hukum
adminstrasi negara di STPN dan hanya terdiri dari 3 SKS. Hal ini
dapat dimaklumi karena STPN bukan Program Studi hukum, fokus
pendidikan di STPN adalah Pertanahan/Agraria, dengan kajian
interdisiplin ilmu, seperti, Ilmu Geografi, Ilmu Geodesi, [Imu
Adminstrasi dan Ilmu Hukum. Dalam aspek ilmu hukum, STPN
juga mempelajari matakuliah hukum seperti adanya matakuliah
Pengantar [lmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, Hukum
Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara, Hukum Perdata,
Hukum Acara Perdata, Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum

Agraria, Hukum Waris, Perbandingan Hukum Tanah, Hukum
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Adat. Serta kajian agraria/pertanahan dikaji dari sudut pandang
ilmu hukum, misalnya, matakuliah Pendaftaran Tanah, Pengadaan
Tanah, Konsolidasi Tanah, Penatagunaan Tanah, Hak Jaminan Atas
Tanah, Rumah Susun, Penanganan Masalah, Konflik dan Sengketa

Pertanahan dan lain-lain.

Buku hukum tata negara ini membahastentang (i) Pendahuluan,
(ii) Studi Hukum Tata Negara, (iii) Sumber-Sumber Hukum Tata
Negara, (iv) Negara dan Konstitusi Sebagai Objek Kajian Hukum Tata
Negara (v) Lembaga-Lembaga Negara, (vi) Lembaga Kepresidenan,
(vii) Hak Asasi Manusia. (viii) Demokrasi, Pemilihan Umum dan

Partai Politik

C. Pendekatan Pembahasan

Di pustaka hukum tata negara Indonesia negara sudah banyak
buku-buku teks pengantar hukum tata negara yang dipakai oleh
mahasiswa dan dosen, misalnya bukunya Muhammad Kusnardi
dan Harmaily Ibrahim yang berjudul “Pengantar Hukum Tata
Negara Indonesia” sebuah karya yang fenomenal sudah beberapa
kali dicetak ulang bahkan sebagai buku pegangan mahasiswa dan
dosen dalam belajar diperkuliahan, dengan adanya perubahan
UUD 1945 tentunya isi buku tersebut dalam banyak hal mengalami
ketertinggalan, bukan berarti tidak dapat digunakan, buku tersebut

bisa sebagai bahan persandingan.

Buku teks terbaru juga ditulis oleh Jimly Asshidiqgie yang
berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negra” jilid I dan Jilid II,
dalam penulisan buku Jimly Asshidiqgie juga berpatokan pada
apa yang ditulis oleh Muhammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim.
Sebagai buku rujukan oleh mahasiswa, dosen dan masyarakat umum.
Telah banyak buku pengantar hukum tata negara yang sudah ditulis
oleh para dosen dan para pakar dibidang hukum hukum tata negara,

tentu saja objek dan kosentrasi pembahasannya berbeda-beda, hal
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ini akan memperkaya khazanah pustaka dan keilmuan hukum tata

negara.

Demikian juga dengan buku ini, yang dimaksudkan untuk bahan
persandingan dengan buku-buku teks yang ada dan memperkaya
khasanah pustaka hukum tata negara serta mempermudah
mahasiswa mempelajari dan mendalami hukum tatanegara.
Disamping itu materi buku mengacu pada materi yang ada di UUD
1945, sebagaimana telah disebutkan dimuka, bahwa hukum tata
negara sebagai salah satu cabang ilmu hukum mempuyai sumber

hukum utama yaitu undang-undang dasar atau konstitusi.

Cara pendekatan dalam buku ini dilakukan metode normatif
ataupun menurut peraturan hukum positif. Selain itu cara yang
akan dilakukan dengan menjelaskan tentang pengertian-pengertian
pokok atau asas-asas hukum yang terdapat pada hukum tatanegara.
Pengertian pokok dalam hukum membahas mengadakan telaah
khusus mengenai masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan
kewajiban, peristiwa hukum (termasuk unsur-unsurnya), hubungan
hukum, serta objek hukum.> Sedangkan asas-asas hukum dapat
dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif

tidak tertulis.3

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2om1), hlm. 3.

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 2012), hlm. 252.



BAB Il
STUDI HUKUM TATA NEGARA

A. Peristilahan Hukum Tata Negara

Imu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum
I yang mengkaji Negara dan Konstitusi sebagai objek kajiannya,
disamping banyak cabang ilmu pengetahuan lainya yang menjadikan
negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu

negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara.

Hukum negara adalah istilah lain hukum tata negara, keduanya
terjemahan dari istilah bahasa Belanda “staatsrecht” yang dibagi menjadi
staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engere zin
(dalam arti sempit). Hukum tata negara dalam arti luas mencakup
hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara,

sedangkan dalam arti sempit biasanya disebut hukum tata negara.*

Di Inggris pada umumnya memakai istilah Constitusional
Law, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa
dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol

dan state Law didasarkan pertimbangan bahwa hukum negara-

4  Moh. Kusnardi dan Haimaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, Cet. Kelima, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm. 22.
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nya lebih penting. Di Perancis orang mempergunakan istilah Droit
Constitutionnel yang di lawankan dengan Droit Administrative.
Sedangkan di Jerman untuk istilah hukum tata negara disebut
mempergunakan istilah Verfassungsrecht dan Verwaltungsrecht

untuk istilah hukum administrasi negara.>

Istilah hukum tata negara identik dengan istilah hukum
konstitusi yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari
Constitusional Law, dalam bahasa perancis Droit Constitutionnel
yang berarti hukum konstitusi, karena objek kajian hukum tata
negara disamping negara sebagai objek kajiannya terdapat unsur

konstitusinya yang lebih menonjol.

Istilah hukum tata negara dan hukum konstitusi di antara para
ahli hukum terdapat perbedaan pandangan, istilah hukum tata
negara lebih luas cakupan pengertiannya daripada istilah hukum
konstitusi, cakupan pengertian hukum konstitusi lebih sempit
karena dianggap hukum konstitusi hanya mengkaji terbatas pada

undang-undang dasar saja.

Demikian juga dengan pengertian konstitusi (dalam bahasa
Inggris constitution) dengan undang-undang dasar (dalam bahasa
Belanda gronwet), pengertian konstitusi lebih luas dari pada undang-
undang dasar, konstitusi memuat baik peraturan tertulis dan tidak
tertulis sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari
konstitusi,® tetapi ada juga yang menyamakan pengertian konstitusi
dengan undang-undang dasar seperti dalam disertasi Sri Soemantri,

mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar.”

5  Ibid, hlm. 23.

6  Lihat dan bandingkan, Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar IImu Politik,
Cet. Dua puluh dua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.
107-112.

7 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistim Perubahan Konstitusi, Disertasi,
Alumni, Bandung, 1987, hlm. 1.
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Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan
“Hukum”, “Tata”, “Negara” yang di dalamnya membahas urusan
penataan negara. Tata yang terkait dengan kata “tertib” adalah order
yang biasa juga di terjemahkan sebagai “tata tertib” dengan kata
lain ilmu hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang
membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme
hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan,
serta mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme

antara struktur negara dengan warga negara.®

B. Defenisi Hukum Tata Negara

Diantara paraahli hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang
defenisi hukum tata negara, hal ini disebabkan beberapa faktor,
faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum, faktor
lingkungan dan sistem hukum yang mereka anut. Berikut definisi-

definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli.

1. L.JVanApeldoorn

Van Apeldoorn mengunakan istilah hukum tata negara dengan
istilah hukum negara. hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti
sempit, hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi
sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukan orang-
orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas
kekuasaanya. Untuk membedakan dari hukum adminstratif, hukum
negara disebut juga hukum konstitusionil (droit constitutionel,

verfassungsreht) karena ia mengatur konstitusi atau tatanan negara.?

8  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata negara, Cet. Pertama,
(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Keseketariatan Mahkamah Konstitusi
RI, 2006), hlm. 18.

9 L.J.Van Apeldorn, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht.
diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar IImu Hukum, Cet.
ketigapuluh. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 292.
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2. Cornelis Van Vollenhoven

Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum tata negara
adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan
badan-badan sebagai alat (orgaan) suatu negara dengan memberikan
wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-
bagi pekerjaan Pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang

tinggi maupun yang rendah kedudukannya.

3. J.H.A.Logemann

J.H.A Logemann memberikan pengertian hukum tata negara
adalah hukum yang mengatur organisasi negara. negara adalah
organisasi jabatan-jabatan," termasuk pengertian inti hukum tata
negara adalah jabatan.? Jabatan muncul sebagai pribadi, jabatan
adalah pribadi yang khas bagi hukum tata negara. Logeman
mendefinisikan jabatan sebagai sebuah lingkungan kerja yang
awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh
pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili
oleh mereka secara pribadi, dalam sifat perbuatan-perbuatan, oleh

karena itu hal ini harus dinyatakan dengan jelas.

4. Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya “Pengantar
Hukum Tata Negara Indonesia”, hukum tata negara dapat dirumuskan

sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi

10 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik, cet. 2,
(Bandung: PT Eresco, 1981), hlm. 2.

n J.HA Logeman, Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht,
terjemahan oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego, tentang Teori Suatu
Hukum Tata Negara Positif, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa
tahun), hlm. 129.

12 Ibid, hlm. 106.
13 Ibid
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dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam
garis vertikal dan herizontal, serta kedudukan warga negara dan hak

asasi manusia”.4

5. KusumadiPudjosewojo

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk
negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan
atau republik), yang menunjukan masyarakat hukum yang atasan
maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie),
yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari
masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-
alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan
(terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan

imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.'s

6. Mohammad Mahfud MD
Moh Mahfud MD membagi ke dalam dua istilah hukum tata

negara yaitu “hukum” dan “negara”. Hukum diartikan sebagai
peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam
masyarakat yang mempuyai sangsi yang bisa di paksakan, sedangkan
negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau
beberapa kelompok masyarakat yang mempuyai cita-cita untuk
bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempuyai pemerintah
yang berdaulat. Sedangkan pengertian hukum tata negara adalah
peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan

negaranya.'®

14 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, Cet. Kelima, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983. 29.

15 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia,
cet. ke-10 (Jakarta: Sinar grafika, 2004), hlm. 86.

16 Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, edisi
revisi, Cet ke-2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 63-64.
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7. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddigie pengertian hukum tata negara
adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip dan norma-
norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup
dalam kenyataan praktek kenegaraan berkenaan dengan (i).
Konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat
mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara, (ii).
Institusi-institusi kekuasaan negara berserta fungsi-fungsinya, (iii).
Mekanisme hubungan antara institusi itu, serta (iv). Prinsip-prinsip

hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara.”

C. Obyek dan Lingkup Kajian Hukum Tata Negara

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara dan
konstitusi. Dimana negara sebagai objek kajiannya, dalam hukum
tata negara membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan
negara. Demikian juga dengan konstitusi, mempelajari hukum tata
negara unsur utama yang harus pelajari adalah konstitusi artinya
dengan melihat konstitusi maka akan diketahui hukum tata negara

suatu negara.

Menurut Ahmad Sukardja, ruang lingkup hukum tata negara
meliputi 4 (empat) objek kajian, yaitu sebagai berikut: (1) konstitusi
sebagai hukum dasar beserta pelbagai aspek mengenai perkembang-
nya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pem-
bentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki
peraturan perundang-undangan, cakupan subtansi maupun muatan
isinya sebagai dasar yang tertulis, (2) pola-pola dasar ketatanegaraan
yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi,

pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara dalam

17 Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1, cet ke 1
(Jakarta: Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.
36.
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menjalankan fungsi-fungsinya pemerintahan dan pembangunan,

(3) struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar
organ kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun horizontal
dan diagonal, (4) prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan
antara negara dengan warganegara berserta hak-hak dan kewajiban
asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan putusan

hukum serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum.®

Selajutnya untuk mengambarkan lingkup kajian hukum tata
negara akan disajikan contoh tulisan para ahli, seperti bukunya Moh.
Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang berjudul “Pengantar Hukum
Tata Negara Indonesia” buku ini sudah mengalami beberapa kali
cetakan dan dipakai oleh perguruan tinggi di Indonesia sebagi buku
teks hukum tata negara, buku ini berisi membahas sembilan hal,
yaitu: (1) pendahuluan, (2) ilmu pengetahuan hukum tata negara,
(3) sumber-sumber hukum tata negara, (4) konstitusi, (5) beberapa
azas yang di anut dalam UUD 1945 (6) bentuk negara dan sistem
pemerintahan, (7) asas-asas kewarganegaraan, (8) hak-hak asasi

manusia, (9) sistem pemilihan umum.

Buku Kusumadi Pudjosewojo, berjudul “Pedoman Pelajaran Tata
Hukum Indonesia” dalam bagian kedua, Bab V tentang Hukum Tata
Negara membahas: (1) materi yang diatur dalam hukum tata negara,
(2) rakyat Republik Indonesia, (3) daerah negara Republik Indonesia,
(4) penguasa tertinggi Republik Indonesia, (5) beberapa azas hukum

tata negara, (6) sumber-sumber hukum tata negara Indonesia.

Jimly Asshiddigie, dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum
Tata Negara” Jilid I dan Jilid II, dalam Jilid | membahas mengenai; (i)
pendahuluan, (ii) disiplin ilmu hukum tata negara, (iii) konstitusi
sebagai objek kajian hukum tata negara, (iv) sumber hukum tata

negara, (v) penafsiran dalam hukum tata negara, (vi) praktek

18  Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
dalam Perspektif Fikih Siyasah, (Jakrta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 35.
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hukum tata negara. Sedangkan dalam jilid Il membahas mengenai;
(i) pendahuluan, (ii) organ dan fungsi kekuasaan negara, (iii) hak
asasi manusia dan masalah kewarganegaraan, (iv) partai politik dan

pemilihan umum

Bukunya J.H.A. Logemann yang berjudul “Over de Theorie van
Een Stelling Staatsrecht, yang diterjemahan oleh Makkatutu dan
J.C. Pangkerego, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif,
yang diterbitkan oleh Ichtiar Baru Van Hoeve, tanpa tahun, berisi
tiga bagian, yaitu; (1) hukum positif, (2) hukum tata negara positif,
(3) sistem formil hukum tata negara positif. dalam bagian kedua
tentang hukum tata negara positif membahas mengenai; (i) hukum
tata negara, (ii) kesistematisan hukum tata negara, (iii) bentuk
penjelmaan sosial negara, (iv) negara dalam hukum positif, (v)
hukum tata negara dalam arti sempit, (vi) hukum administrasi, (vii)
tipe-tipe negara. sedangkan bagian ketiga tentang sistem formil
hukum tata negara positif membahas mengenai; (i) jabatan sebagai
pribadi, (ii) batas-batas jabatan, (iii) lahir dan lenyapnya jabatan,
(iv) cara menempati jabatan, (v) jabatan dan pemangku jabatan:
perwakilan, (vi) jabatan dan pemangku jabatan, hubungan dinas
jabatan negara, (vii) jabatan majemuk, (viii) kelompok jabatan, (ix)
lingkungan jabatan, (x) wewenang jabatan, (xi) pegangan waktu,
(xii) pegangan ruang dan pegangan pribadi, (xiii) perbandingan

kekuasaan.

D. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilimu-limu
Kenegaraan

Pembahasan mengenai hukum tata negara tidak akan bisa
dilepaskan dari berbagai bidang ilmu lainnya yang terkait dengan

organisasi negara, kekuasaan, dan penyelenggaraan pemerintahan,

khususnyan negara sebagai objek kajiannya.
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1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

R. Kranenburg mengemukakan bahwa ilmu negara menyelidiki
timbul, sifat dan wujud suatu negara.® Menurut Moh Kusnardi
dan Harmaily Ibrahim, ilmu negara berkedudukan sebagai ilmu
pengetahuan pengantar untuk mempelajari hukum tata negara yang
berlaku di Indonesia sebagai hukum positif. Dalam mempelajari
ilmu negara tidak dapat di pergunakan secara langsung di dalam
praktek, karena ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian
yang abstrak atau bersifat teoritis, ilmu negara mempelajari teori-
teori, pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok
mengenai negara. berbeda dengan mempelajari hukum tata negara
dapat di pergunakan langsung karena sifatnya yang praktis. Misalnya
dalam menjalankan keputusan-keputusan, ilmu negara tidak
mementingkan bagaimana cara hukum itu harus dilaksanakan,
karena ilmu negara bersifat teoritis, sedangkan hukum tata negara
langsung dapat dipergunakan dalam praktek, karena sifatnya yang

praktis.>°

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik

J. Barent mengemukakan bahwa hubungan antara hukum
tata negara dengan ilmu politik bahwa hukum tata negara ibarat
sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik diibaratkan
sebagai daging yang membalut kerangka tersebut.* Sebagaimana
telah dikemukakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum
yang mengatur organisasi negara dan lembaga-lembaga negara,

sedangkan salah satu pengertian dari ilmu politik adalah bahwa ilmu

19  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas IImu Negara dan Politik, cet. 2,
(Bandung: PT Eresco, 1981), hlm. 1.

20 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.Cit, hlm. 32-33.
21 Ibid, him. 33.
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politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.>

Dalam  praktiknya, seorang politikus tidak selalu
mempergunakan saluran-saluran hukum untuk mencapai tujuan,
sehingga bidang politik lebih luas dari pada bidang hukum. IImu
politik lebih mengutamakan dinamikayang terjadi dalam masyarakat
dibandingkan norma-norma yang diatur dalam undang-undang
dasar, hal tersebut yang merupakan perbedaan yang mendasar

antara hukum tata negara dengan ilmu politik.

Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum
yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik
mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan
tersebut. Setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses
politik atau keputusan politik karena setiap undang-undang pada
hakekatnya disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik,
sedangkan hukum tata negara melihat undang-undang adalah
produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara
yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah

ditetapkan oleh hukum tata negara.

Hubungan kedekatan antara ilmu hukum dan ilmu politik
melahirkan bidang kajian baru yaitu politik hukum. Politik hukum
membahas bagaimana sebuah undang-undang disusun dan disahkan
melalui proses politik, sehingga sebuah undang-undang tidak hanya
merupakan produk hukum tetapi juga produk politik. Produk
hukum karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuk
undang-undang, dan produk politik karena merupakan hasil dari
kesepakatan politik dari para anggota parlemen yang berasal dari

beberapa partai politik.

22 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, ed. revisi, cet. 3, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 18.

23 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. 2, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 12.
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3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum
Administrasi Negara

Hukum administrasi negara dalam arti luas merupakan
bagian dari hukum tata negara. Dikalangan ahli hukum terdapat
perbedaan pandangan tentang hubungan hukum tata negara dan
hukum administrasi negara perbedaan hukum tata negara dengan
hukum administrasi negara terletak pada pengertian “tata” dan

“administrasi”.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan pada garis
besarnya pendapat para ahli hukum dapat dibagi dalam dua golongan
yaitu yang membedakan dikalangan ahli hukum terdapat perbedaan
pandangan tentang hubungan hukum tata negara dan hukum
administrasi negara secara prinsipil, karena kedua ilmu pengetahuan
ini dapat dibagi secara tajam baik mengenai sistimatikanya maupun
isinya, seperti pendapatnya Van Vollenhoven, Logemann dan Stellinga.
Sedangkankan ahli hukum yang lain tidak terdapat perbedaan yang
bersifat asasi, melainkan hanya karena pertimbangan manfaat praktis,

seperti pendapatnya Kranenburg, Van der Pot, Vegting.

Van Vollenhoven di dalam tulisanya yang berjudul Thorbeke en
het Administratief mengatakan bahwa hukum tata negara adalah
hukum tentang negara dalam keadaan berhenti (diam, statis),
sedangkan hukum adminstrasi negara adalah hukum tentang
negara dalam keadaan bergerak (bekerja, dinamis). Namun dalam
tulisan yang lain yang berjudul Omtrek Van het Administratief Recht
megemukakan teori residu mengenai hubungan hukum tata negara
dengan hukum administrasi negara. Bahwa hukum administrasi
negara adalah sisa dari keseluruhan dari hukum nasional suatu
negara setelah dikurangi dengan hukum tata negara material,

hukum perdata material, dan hukum pidana material.*

24 Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi
revisi, Cet ke-2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 69.
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Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka
perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi
negara dilandasi perbedaan diantara negara dalam keadaan tidak
bergerak (de staat in rust) dengan negara dalam keadaan bergerak
(de staat in beweging). Hukum tata negara berhubungan dengan
negara tidak bergerak dan mengungkap ihwal “status” dan “role”
dalam negara sedangkan hukum administrasi negara berhubungan
dengan negara negara dalam keadaan bergerak karena berintikan

“role-playing” atau sikap tindak negara.>

Logeman menjelaskan hukum tata negara tidak lain dari pada
keseluruhan norma yang khusus, yang berlaku tingkah laku orang-
orang yang dibedakan daripada orang lain hanya karena mereka
adalah pemangku jabatan suatu jabatan negara. Oleh karena mereka
memangku suatu jabatan demikian dan selama mereka memangkunya,
karena hukum khusus yang mengikat bagi mereka dalam kedudukan
mereka tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka melainkan
kepada jabatan itu. Mereka itu tunduk kepada hukum khusus itu untuk
perbuatan nama sendiri, pemangku suatu jabatan negara berbuat atas

nama jabatannya, dengan demikian jabatan adalah pribadi (person).2

Hukum tata negara sebagai hukum yang berhubungan dengan
negara, yaitu organisasi otoritas yang ternyata mempuyai fungsi,
yaitu jabatan dan jabatan ternyata pribadi (person) suatu pengertaian
pribadi yang khas dalam hukum tata negara. Jabatan tinggal tetap,
pemangku jabatan silih berganti, wewenang dan kewajiban melekat

pada jabatan, pemangku jabatan mewakili jabatan.?”

25 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Sensdi-Sendi Ilmu
Hukum dan Tata Hukum, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1993), hlm. 56.

26 J.H.A Logeman, Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht,
terjemahan oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego, tentang Teori Suatu
Hukum Tata Negara Positif, (Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, tanpa
tahun), hlm. n7.

27 Ibid, hlm. 106.



18 Rachmat Ihya’

Logemann membedakan secara tegas antara hukum tata
negara dan hukum administrasi negara, yang bertitik tolak pada
sistematika hukum yang meliputi tiga hal, yaitu: (a) ajaran tentang
status (persoonsleer), (b) ajaran tentang lingkungan (gebiedsleer),

(c) ajaran tentang hubungan hukum (leer de rechtbetrekking).

Perbedaan hukum tata negara dan administrasi negara menurut
Logemann hukum tata negara mempelajari tentang kompetensi
atau wewenang, sedangkan hukum administrasi negara yang
mempelajari tentang hubungan hukum istimewa. yang mencakup

tujuh hal mengenai jabatan yaitu:

a) jabatan-jabatanyangada dalam susunan suatu negara.
b) siapayang mengadakan jabatan-jabatan.

c) bagaimana cara mengisi orang untuk jabatan-jabatan itu.
d) fungsidarijabatan.

e) apakekuasaan hukum jabatan-jabatan.

f) bagaimana hubungan masing-masing jabatan.

g) sampai batas-batas mana kekuasaan jabatan-jabatan.

Hukum administrasi negara mempelajari jenisnya, bentuk serta
akibat hukum yang dilakukan oleh para pejabat dalam melakukan
tugasnya. Selain van Vollenhoven dan Logemann, sarjana ketiga
adalah Stellinga, yang membedakan hukum tata negara dan hukum
administrasi negara secara tegas. Dalam pidatonya yang berjudul
“Systematische Staatsrecht-studie”, dikemukakan bahwa tidak hanya
di dalam hukum tata negara saja diadakan sistematika, tapi juga

dalam hukum administrasi negara.

Dalam bukunya yang lain yaitu yang berjudul “Grondtrekken
van het Nederlandsch Administratierecht”, Stellinga mengemukakan
bahwa kebanyakan penyelidikan tentang tentang hukum
administrasi negara tidak meliputi keseluruhannya, melainkan hanya

membicarakan beberapa bagian tertentu saja. Bagian-bagian ini
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dibicarakan secara terpisah yang hanya sebagai monographi. la baru
menjadi sistematika, jika bagian-bagian di dalamnya diletakkan pada
tempatnya yang tepat. Dengan demikian, hukum administrasi negara
tidak lagi merupakan suatu kumpulan monographi-monographi,
melainkan merupakan sistematika yang menghubungkan bagian
satu dengan bagian yang lainnya, yang masing-masing bagian itu
diletakkan dalam tempatnya yang tepat. Arti sistematika di sini
adalah waar de delen zijn juiste plaats vindt. Sebenarnya, Logemann
juga mempunyai pendirian yang sama dengan Stellinga. Di samping
itu, juga terdapat hukum administrasi negara yang berlaku bagi para

individu dalam masyarakat yang diperintah oleh negara.

Sarjana lain yang tidak membedakan antara hukum tata negara
dan hukum administrasi negara secara tajam di antaranya adalah
Kranenburg, van der Pot, dan Vegting. Kranenburg berpendapat
bahwa pembedaan antara kedua cabang ilmu pengetahuan itu secara
tajam, baik karena isinya ataupun karena wataknya yang berlainan,
merupakan sesuatu yang tidak riil. Perbedaan itu disebabkan oleh
pengaruh ajaran organis mengenai negara (organischestaats theorie)
yang timbul dalam ilmu pengetahuan medis yang membedakan
antara anatomie dan psikologi. Sistematika yang diambil dengan
analogi kedua ilmu pengetahuan medis itu sama sekali tidak tepat
karena obyek keduanya memang tidak sama. Perbedaan antara
hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu tidaklah
bersifat fundamental dan hubungan antara keduanya dapat
disamakan dengan hubungan antara hukum perdata dan hukum
dagang. Jika keduanya dipisahkan, maka hal itu semata-mata karena
kebutuhan akan pembagian kerja yang secara praktis diperlukan
sebagai akibat pesatnya perkembangan hukum korporatif dari
masyarakat hukum teritorial. Di samping itu, materi yang diajarkan
dalam pendidikan hukum memang perlu dibagi sehingga mudah

untuk dipelajari. Hukum tata negara dibagi meliputi susunan,
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tugas, wewenang, dan cara badan-badan itu menjalankan tugasnya,
sedangkan bagian lain yang lebih terperinci itu dimasukkan dalam

bidang hukum administrasi negara.

Van der Pot juga tidak membedakan secara tajam antara hukum
tata negara dan hukum administrasi negara karena perbedaan
secara prinsipil tidak menimbulkan akibat hukum. Jika pun hendak
diadakan pembedaan yang tegas di antara keduanya, maka hal
itu hanya penting untuk ilmu pengetahuan, sehingga ahli hukum
dapat memperoleh gambaran mengenai keseluruhan sistem hukum
yang bermanfaat. Begitu pula Vegting ketika menyampaikan pidato
jabatannya dengan judul “Plaats en aard van het Administratiefsrecht”,
menjelaskan bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi
negara mempunyai lapangan penyelidikan yang sama. Perbedaan
keduanya hanya terletak pada cara pendekatan yang dipergunakan
oleh masing-masing ilmu pengetahuan itu. Hukum tata negara
berusaha mengetahui seluk beluk organisasi negara dan badan-
badan lainnya. Sedangkan, hukum administrasi negara menghendaki
bagaimana caranya negara serta organ-organ negara itu menjalankan
tugasnya. Artinya, bagi Vegting, hukum tata negara mempunyai
obyek penyelidikan yang berkenaan dengan hal-hal yang pokok
mengenai organisasi Negara, sedangkan objek penyelidikan hukum
administrasi negara adalah peraturan-peraturan yang bersifat teknis.

Menurut Philipus M. Hadjon, tidak ada pemisahan yang tegas
antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum
administrasi negara melengkapi hukum tata negara, disamping
sebagai intrumental juga menetapkan perlindungan hukum

terhadap keputusan-keputusan penguasa.?

28 Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia:
Introduction to the Indonesian Administrative Law, (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2008), hlm. 48.



BAB Il
SUMBER-SUMBER

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Sumber Hukum

alah satu aspek penyelidikan dan pengajaran ilmu hukum adalah
mengenai sumber-sumber hukum. Penyelidikan sumber hukum
adalah bagaimana dan di mana tempat atau asal peraturan hukum

diambil atau gunakan sebagai pedoman hidup suatu negara.

Perkataan “sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dari
perkataan “dasar hukum”, “landasan hukum”, ataupun “payung
hukum”. Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal
basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu
tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap
sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sedangkan, perkataan
“sumber hukum” lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari
mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.?®

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR

mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesiadan Tata Urutan

Peraturan Perundang-Undangan mengunakan istilah sumber tertib

29 Jimly Asshiddiqie, Pengantar [lmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013), hlm. 121.
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hukum, yaitu: (1) Pancasila, sumber dari segala sumber hukum; (2)
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; (3) Dekrit Prseiden 5 Juli
1959; (4) Undang-Undang Dasar; (5) Surat Perintah 1 Maret 1966.3°

Pengertian sumber hukum berdasarkan Pasal 1 Ketetapan
MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1)  Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk
penyusunan peraturan perundang-undangan;

2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber
hukum tidak tertulis;

3) Sumber hukum dasar nasional adalah: (i) Pancasila sebagaimana
yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia, dan (ii) batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam bahasa Inggris sumber hukum disebut source of law. Kata
sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, tergantung
dari sudut mana orang melihatnya, pelajaran hukum juga dipelajari
oleh para ahli ekonomi, sejarah, sosiologi, kemasyarakatan,
antropologi, filsafat dan ilmu sosial lainya. Begitu juga dengan
pengertian sumber hukum dapat ditinjau dari beberapa ilmu sosial
tersebut di atas, hal ini yang menyebabkan pengertian sumber

hukum mempunyai beberapa arti.
Van Apeldoorn membedakan empat macam sumber hukum

yaitu: (1) sumber hukum dalam arti historis. Ahli sejarah memakai

sumber hukum dalam 2 (dua) arti: pertama, dalam arti sumber

30 Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ini tidak berlaku lagi, sebagai
gantinya dikeluarkan Ketetapan MPR No.IlI/MPR/2000.
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pengenalan hukum yakni semua tulisan, dokumen, inskripsi dan
sebagainya. Kedua, dalam arti sumber-sumber dari mana pembentuk
undang-undang memperoleh bahan dalam membentuk undang-
undang; (2) sumber hukum dalam arti sosiologis sumber hukum
ialah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya
keadaan ekonomi, pandangan agama dan psikologis; (3) sumber
hukum dalam arti ilosois, dalam arti ini dipakai dalam 2 (dua) arti
yaitu: pertama, sebagai sumber isi hukum, dinyatakan isi hukum
berasal darimana, ada tiga pandangan yang menjawab pertayaan
ini, yaitu pandangan theocratis yang menyatakan isi hukum
berasal dari Tuhan, pandangan hukum kodrat isi hukum berasal
dari akal manusia. Pandangan mashab historis isi hukum berasal
dari kesadaran hukum. kedua, sebagai sumber kekuatan mengikat
dari hukum, mengapa hukum mempuyai kekuasaan mengikat
dan mengapa kita harus tunduk pada hukum; (4) Sumber hukum
dalam arti formil, adalah peristiwa-peristiwa, darimana timbulnya
hukum yang berlaku, yang mengikat hakim dan penduduk, sumber
dilihat dengan cara terjadinya hukum positif yang dituangkan dalam
undang-undang, kebiasaan, traktat atau perjanjian antar negara.>
Menurut E.Utrecht, terdapat dua macam pengertian sumber hukum
(sources of law), yaitu sumber hukum dalam arti formal atau formele
zein (source of law in its formal sense) dan sumber hukum dalam arti
substansial, material atau in materiele zin (source of law in its material
sense). Sumber hukum dalam arti formal ialah tempat formal dalam
bentuk tertulis dari mana suatu kaedah hukum diambil, sedangkan
sumber hukum dalam arti material adalah tempat dari mana norma itu

berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis 3>

31 L.J. Van Apeldorn, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht.
diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar IImu Hukum, Cet.
ketigapuluh. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm 75-78.

32 E. Utrecht dan Moh. Saleh djindang, Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, Cet Kesebelas (Jakarta :Ichtiar Baru, 1989), hlm. 133-134.



24 Rachmat Ihya’

Pengertian sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo,
yaitu: (1) sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan
permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa
bangsa, dan sebagainya, (2) menunjukkan hukum terdahulu yang
memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku seperti
hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain, (3) sebagai sumber
hukum berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal
kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat), (4) sebagai
sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen,
undang-undang, lontar, batu tertulis dan sebagainya (5) sebagai

sumber terjadinya hukum atau sumberyang menimbulkan hukum.33

Menurut Joeniarto, sumber hukum dapat dibedakan dalam
tiga pengertian. pertama, sumber hukum dalam pengertian sebagai
asal hukum positif, wujudnya dalam bentuk konkrit ialah berupa
“keputusan dari yang berwenang” untuk mengambil keputusan
mengenai soal yang bersangkutan. kedua, sumber hukum dalam
pengertian sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan hukum
positif. Wujudnya ialah berupa peraturan-peraturan atau ketetapan-
ketetapan tertulis atau tidak tertulis. ketiga, selain perkataan sumber
hukum dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan juga masayrakat,
sehingga mendapatkan sumber hukum filosofis, sumber hukum

historis dan sumber hukum sosiologis.>*

B. Sumber Hukum Formil dan Materiil

Sumber hukum lazimnya para ahli hukum membedakan dalam
dua macam yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana

33 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi
keempat (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 82.

34 Joniarto, Selayang Pandang Sumber-Sumber Hukum Tata negara di
Indonesia, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 2-17.
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suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Berkaitan dengan
bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal
berlaku.3> Dengan demikian sumber hukum formal merupakan
pemberian bentuk pernyataan bahwa sumber hukum materiil bisa
berlaku. Ini berarti bahwa sumber hukum materiil bisa berlaku jika

sudah diberi bentuk atau dinyatakan berlaku hukum formal.3¢

Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang
menentukan isi hukum.37 Bagi sarjana hukum yang penting adalah
sumber hukum dalam arti formil. Baru kemudian jika dianggap
perlu asal-usul hukum maka diperlukan sumber hukum dalam arti
materiil 3® Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat
yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap
pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim,
dan sebaganya) atau faktor-faktor yang ikut mempenagaruhi materi
(isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana hukum itu

diambil.39

Menurut Zevenbergen sumber hukum merupakan sumber
terjadinya hukum. Pada hakekatnya sumber hukum secara
konvensional dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan
sumber hukum formal. Menurut Utrecht sumber hukum materiil
yaitu perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat
umum (public opinion) yang menjadi determinan materiil

membentuk hukum, menentukan isi dari hukum, sedangkan

35 Ibid, hlm. 77.

36 SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Adminstrasi
Negara, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 23.

37 Moh.Kusnardi dan Haimaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, Cet. Kelima, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), hlm. 45.

38 Ibid

39 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua, (Yogyakarta:
Universitas Islam Negeri Press, 2003), hlm. 42.
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sumber hukum formal, yaitu menjadi determinan formil membentuk
hukum ( formele determinanten van de rechtsvorming), menentukan
berlakunya dari hukum. Sumber-sumber hukum yang formil
adalah: undang-undang, kebiasaan dan adat yang dipertahankan
dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat, traktat,

yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina).+°

C. Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara dalam arti materiil adalah Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup,
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi

suasana jiwa, watak bangsa Indonesia.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum negara harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang
menempatkan sebagai dasar idiologi negara serta sebagi dasar
falsafah bangsa dan negara sehingg setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai
staatsfundamentalnorm yang berupa norma dasar bernegara atau
sumber dari segala sumber hukum, berarti menempatkan Pancasila
diatas undang-undang dasar. Jikademikian, Pancasila tidak termasuk

dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi.

Sumber hukum tata negara dalam arti formil adalah segala
peraturan hukum tertulis mapun tidak tertulis (misalnya konvensi).
Sumber hukum dalam arti formil adalah: (i) undang-undang
dasar dan peraturan perundang-undangan, (ii) yurisprudensi,
(iii) konvensi ketatanegaraan, (iv) traktat, (v) doktrin. selanjutnya

sumber hukum dalam arti formil akan di jelaskan dibawah ini.

40 E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum
Indonesia, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 84-
85.
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1. Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-
Undangan

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 201 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, diatur jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan setelah UUD 1945 adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR), UU/Peraturan
Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota

a) UUD1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia
yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh para pendiri negara
pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar, UUD 1945
bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung
aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang
merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam
penyelenggaraan negara. Sebagai sumber hukum tertinggi,
undang-undang dasar menjadi panduan dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara dan kehidupan berbangsa, serta pedoman

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

UUD 1945 memuat hukum dasar negara merupakan sumber
hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah
UUD 1945. UUD 1945 sebagai sumber hukum bisa dilihat dalam Pasal 16
yang berbunyi: “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang
bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden
yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”. Juga dalam Pasal
19 ayat (2) yang berbunyi Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur
dengan undang-undang. Penunjukan diatur dengan undang-undang
menandakan UUD 1945 menjadi sumber hukum peraturan perundang-
undangan dibawahnya, peraturan perundang-undangan yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
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Perundang-undangan adalah sah apabila dibuat oleh lembaga
atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan
norma yang lebih tinggi, karena perundang-undangan susunannya
berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.
Berdasarkan teori mengenai jenjang norma hukum dikemukakan
oleh Hans Kelsen yaitu stufentheorie, yang menyebutkan bahwa
norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis
dalam suatu hierarki, dimanasuatu normayang lebih rendah berlaku,
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang
lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang

disebut norma dasar (grundnorm).#

UUD 1945 sebagai sumber hukum peraturan dibawahnya, dibuat
dan diubah/amandemen oleh lembaga yang mempuyai otoritas yang
berwenang, perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan
kewenangannyayang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang
Dasar1945. Dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 sebelum amandemen,
berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-
Undang Dasardan garis-garis besardaripada haluan negara. Dan Pasal 37
ayat (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya
2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus
hadir; Pasal 37 ayat (2), Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

MPR melakukan perubahan UUD 1945 dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prosedur perubahan
UUD 1945. Dalam UUD 1945 setelah amandemen, ketentuan Pasal 3
dan Pasal 37 diubah menjadi:

41 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis,
Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 41. Lihat
juga Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang
Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI, 2006).
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Pasal 3ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang

Dasar.

Pasal 37 1)  Usulperubahanpasal-pasal Undang-Undang
Dasar dapat di agendakan dalam sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat.

2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-
Undang Dasar diajukan secara tertulis
dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-
Undang Dasar, sidang Majelis Permusya-
waratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal
Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh
persen ditambah satu anggota dari seluruh
anggota Majelis Perrnusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak dapat dilakukan

perubahan.

b) Ketetapan MPR

Putusan MPR ada 3 (tiga) jenis yaitu; pertama, perubahan dan

penetapan undang-undang dasar, yang mempuyai kekuatan hukum
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sebagai undang-uundang dasar dan tidak mengunakan nomor
putusan majelis. Kedua, ketetapan, yang berisi hal-hal yang bersifat
penetapan (beschikking) dan mempuyai kekuatan hukum mengikat
ke dalam dan keluar Majelis serta mengunakan nomor putusan
majelis. Ketiga, keputusan, yang berisi aturan atau ketentuan intern
Majelis dan mempuyai kekuatan hukum mengikat kedalam Majelis,

serta mengunakan nomor putusan majelis.

Jenis materi Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR dapat bersifat
penetapan, bersifat mengatur kedalam, bersifat mengatur sekaligus
memberi tugas kepada presiden, bersifat perundang-undangan
seperti:

1) Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat yang bersifat
penetapan (beschikking), misalnya, Ketetapan MPR RI Nomor
[II/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Megawati
Soekarno Putri sebagai Presiden Indonesia

2) Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat yang bersifat bersifat
mengatur kedalam, misalnya, Ketetapan MPR RI Nomor [/
MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib MPR

3) Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat yang bersifat bersifat
bersifat mengatur sekaligus memberi tugas kepada presiden,
misalnya, Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

4) Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat yang bersifat bersifat
perundang-undangan, misalnya, Ketetapan MPR RI Nomor VII/
MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian

Negara Republik Indonesia

Ketetapan MPR adalah bentuk peraturan perundang-undangan
yang tidak disebutkan dalam UUD, melainkan sesuatu yang tumbuh
dalam praktek ketatanegaraan yang diikuti secara terus menerus

sejak tahun 1960, sehingga menjadi suatu kebiasaan (kovensi)
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ketatanegaraan.4* Sebagai bagaian dari sistem peraturan perundang-
undangan, ketetapan MPR dibatasi pada pengertian tingkah laku
yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Ketetapan MPR
yang mengatur hal kongrit dan individual diubah dengan nama

keputusan MPR.#3

¢) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-Undang

Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat
ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam Pasal 20 UUD 1945 yang
menyatakan: (i) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk Undang-Undang; (ii) Setiap rancangan undang-
undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama; (iii) Jika rancangan undang-undang
itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-
undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu; (iv) Presiden mengesahkan rancangan
undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi
undang-undang; (v) Dalam hal rancangan undang-undang yang
telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut
disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-
undang dan wajib diundangkan.

Selanjutnya dalam Pasal 22 A UUD 1945 mengatur bahwa
ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-

undang diatur dengan undang-undang. Delegasi ketentuan ini

42 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Jakarta: UII Press, 2003),
hlm. 217.

43 Ibid, hlm 217-218.
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ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang No. 10 Tahun
2004 dan diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 201 mengatur Materi muatan
yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: (a) pengaturan lebih
lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; (b) perintah suatu undang-undang untuk diatur
dengan undang-undang; (c) pengesahan perjanjian internasional
tertentu; (d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/

atau; (e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam
Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Prolegnas merupakan skala
prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka
mewujudkan system hukum nasional. Prolegnas memuat program
pembentukan undang-undang dengan judul Rancangan Undang-
Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan
Perundang-undangan lainnya. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan
oleh DPR dan Pemerintah.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh
DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan
Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: (a) otonomi
daerah; (b) hubungan pusat dan daerah; (c) pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; (d) pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; (e) perimbangan
keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan
DPD. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama. Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 65
UU No 12 Tahun 2011.

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh

DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden
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untuk disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-
Undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR
dan Presiden. Dalam setiap undang-undang harus dicantumkan
batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya

sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang diatur dalam
Pasal 22 UUD 1945. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang. Perpu harus mendapat persetujuan DPR
dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan,

maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Istilah hal ikwal kegentingan memaksa, tidak bisa di indentikan
dengan pengertian “keadaan bahaya” menurut ketentuan Pasal
12 UUD 1945. Keadaan darurat atau kegentingan memaksa adalah
keadaaan yang ditafsirkan secara subjektif dari sudut pandang
Presiden/Pemerintah, karena: (i) Pemerintah sangat membutuhkan
suatu undang-undang untuk tempat menuangkan sesuatu kebijakan
yang sangat penting dan mendesak bagi negara; (ii) waktu atau
kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan persetujuan DPR

tidak mencukupi sebagaimana mestinya.+4

Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-
undang dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan
Rancangan undang-undang. karena Perpu adalah derajatnya sama

dengan undang-undang, hanya syarat pembentukanyayang berbeda.

44 Jimly Asshiddiqie, Pengantar [Imu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013), hlm. 169.
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d) Peraturan Pemerintah

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya. Dalam hal tidak ada ketentuan perintah
undang-undang, presiden dapat mengaturnya dalam peraturan

presiden.

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan
yang bersifat “administratiefrehtelijk”, karena tidak boleh mengatur
atau menciptakan kaidah ketatanegaraan. Peraturan Pemerintah
tidak boleh menciptakan suatu bandan atau wewenang kecuali yang

diatur dalam undang-undang.®

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan
dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.
Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah memuat daftarjudul
dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Perencanaan
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan
penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan dengan

Keputusan Presiden.

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/
atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang
tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan
Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan
Pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan
tertentu dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau

putusan Mahkamah Agung.

45 Ibid., hlm. 222.
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Menurut A. Hamid S A Attamimi Peraturan Pemerintah

memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut:

1)

2)

Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tampa terlebih
dahulu ada undang-undang yang menjadi “induknya”
Peraturan pemerintah tidak bisa mencantumkan sanksi
pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak
mencantumkan sanksi pidana.

Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau
mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
Untuk’menjalankan”, menjabarkan, atau merinci ketentuan
undang-undang, perturan pemerintah dapat dibentuk meski
ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara
tegas-tegas.

Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan
atau gabungan peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintah

tidak berisi penatapan semata-mata.+®

e) Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah Peraturan perundang-undangan

yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah

materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk

melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden

memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan maka Presiden berwenang mengatur

lebih lanjut peraturan perundang-undangan diatas Peraturan

Presiden, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal

tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang

46 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan Dasar-

Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 99.
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mengatur bahwa Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-
undangan yang dibuat oleh Presiden, dan materi muatan Peraturan
Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang,
materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi

untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

f) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah
(Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi
khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 pemerintah daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah di
tingkat Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
Di tingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/kota

bersama Bupati/walikota.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui
bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh
pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Provinsi, begitu juga di tingkat kabupaten
disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/kota kepada Bupati/
walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabuapen/

kota.

2. KonvensiKetatanegaraan

Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen tidak
mengatur secara jelas tentang konvensi ketatanegaraan, hanya

menyatakan disamping UUD berlaku juga hukum dasar yang tidak
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tertulis. Penjelasan UUD 1945 berbunyi:

“Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian
dari hukum dasar negeri itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum
dasar yang tertulis sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu
berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan
dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelengaraan

negara meskipun tidak tertulis”.

Hukum dasar yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi,
kebiasaan ketatanegaraan atau hukum adat. dalam konteks
penjelasan UUD 1945 asli hukum dasar yang tidak tertulis adalah
konvensi karena dalam akhir kalimat “aturan-aturan dasar yang
timbul dan terpelihara dalam praktek penyelengaraan negara

meskipun tidak tertulis”.

Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan mempuyai kekuatan
yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan,
bahkan sering kali kebiasaan ketatanegaraan dapat mengeser
peraturan hukum yang tertulis.#” Konvensi tidak mempuyai daya
paksa secara hukum, sanksi hukum, upaya hukum atau lembaga
yang dapat secara langsung digunakan untuk mendorong atau

memaksa penaatan terhadap konvensi.#®

Konvensi menurut Dicey adalah: 1) konvensi adalah bagian
dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan
ditaati dalam praktek penyelengaraan negara; 2) konvensi sebagai
bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh (melalui)
pengadilan; 3) konvensi ditaati semata-mata di dorong oleh etika,

aklak atau politik dalam penyelengaraan negara; 4) konvensi adalah

47 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, cet. Kelima, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara FH
U], 1983), him. 50.

48 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, (Bandung: Armico, 1987),
hlm. 49.
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ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya (sebaliknya)

discretionary powers dilaksanakan.+9

Menurut Ismail Sunny menyebutkan bahwa konvensi
ketatanegaraan dapat diartikan sebagai perbuatan ketatanegaraan
yang dilakukan berulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam
praktek ketatanegaraan suatu negara, walaupun perbuatan tersebut
bukan hukum.5° Apa yang mendorong ketaatan terhadap konvensi?
Dicey mengutarakan dua faktor yang biasanya dipergunakan sebagai
dasar ketaatan pada konvensi, yaitu: (a) the fear of impeachman; dan
(b) the force of public opinion.>

Menurut J.H.P. Bellefroid, hukum kebiasaan disebut juga
kebiasaan saja. Syarat-syarat untuk timbulnnya suatu kebiasaan,
yaitu: (a) adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang
(tetap) dalam lingkungan masyarakat tertentu; (b) adanya keyakinan
hukum dari masyarakat; (c) adanya akibat hukum jika perbuatan

tersebut dilanggar.

Menurut Wheare menyatakan banhwa, konvensi terbentuk
dengan dua cara. Pertama, suatu praktek tertentu berjalan untuk
jangka waktu yang lama. Mula-mula bersifat persuasif, kemudian
diterima sebagai suatu hal yang wajib. Konvensi yang terjadi dengan
cara ini tergolong sebagai kebiasaan (custom). Kedua, konvensi
terjadi karena kesepakatan dianatara rakyat, dan bentuknya
kesepakatan konvensi di munkinkan dalam bentuk tertulis, tanpa
dikaitkan dengan waktu tertentu seperti konvensi yang tumbuh
melalui kebiasaan. Kesepakatan semacam ini dapat dibuat antara

pimpinan-pimpinan partai.>?

49 Ibid, hlm 28.

50 Ismail Sunny, Pengeseran Kekuasaan Eksekutif, (Jakarta:Aksara baru,
1986), hlm 31-46.

51 Ibid.
52 Bagir Manan, Konvensi, Op.Cit, hlm. 28.
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Sebagai contoh beberapa praktik ketatanegaraan yang dapat

dipandang sebagai konvensi ketatanegaraan yang timbul dan

terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, yaitu:

1)

2)

3)

Praktik di lembaga MPR mengenai pengambilan keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna
DPR yang di satu pihak memberi laporan tahunan pelaksanaan
tugas pemerintah yang mengandung arah kebijaksanaan tahun
mendatang. Secara konstitusional tidak ada ketentuan yang
mewajibkan presiden menyampaikan pidato resmi tahunan
semacam itu di hadapan Sidang Paripurna DPR. Karena presiden
tidak tergantung DPR dan tidak bertanggung jawab pada DPR,
melainkan presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kebiasaan
ini tumbuh sejak Orde Baru;

Pengesahan RUU yang telah disetujui oleh DPR. Secara
konstitusional presiden sebenarnya mempunyai hak untuk
menolak mengesahkan RUU vyang telah disetujui DPR,
sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 21 ayat 2 UUD 1945. Tetapi
dalam praktik presiden belum pernah menggunakan wewenang
konstitusional tersebut, presiden selalu mengesahkan RUU
yang telah disetujui oleh DPR, meskipun RUU itu telah
mengalami berbagai pembahasan dan amandemen di DPR. RUU
kebanyakan berasal dari Pemerintah (Presiden) sebagaimana
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Dalam
pembahasan RUU tersebut kedudukan DPR merupakan partner
dari presiden atau pemerintah. Maka pengesahan RUU oleh
Presiden sangat dimungkinkan karena RUU tersebut akhirnya

merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah.

Demikian juga konvensi yang di lakukan di Inggris, misalnya,

penunjukandanpengangkatan PerdanaMenteri, Rajaatau Ratusecara
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hukum mempuyai kebebasan untuk menunjuk dan mengangkat
perdana menteri yang di kehendakinya, tetapi konvensi membatasi
pilihan lain, raja atau ratu akan menunjuk dan mengangkat perdana
menteri yang akan mendapat dukungan mayoritas di parlemen
dan biasanya adalah ketua partai yang mengusai kursi terbanyak di

parlemen.>

Contoh lain tentang pembubaran parlemen, di Inggris, Raja
atau Ratu berwenang membubarkan perlemen atas permintaan
perdana menteri. Raja atau Ratu secara hukum dapat menolak
permintaan itu. Tetapi konvensi menentukan, Raja atau Ratu terikat
pada permintaan perdana menteri. Setiap kali ada permintaan dari
perdana menteri untuk membubarkan parlemen, Raja atau Ratu

akan mengabulkanya (melaksanakannya).54

3. Traktat (Perjanjian) Internasional

Traktat atau perjanjian adalah salah satu sumber hukum formil.
Dalam kamus Hukum Internasional tidak dibedakan antara traktat dan
perjanjian, bahkan traktat dan perjanjian sama artinya.> Banyak istilah-
istilah yang dipergunakan perjanjian Internasional seperti charter,

covenant, pact, statute, convention, act, protovol dan lain sebagainya.>°

Istilah Traktat dan perjanjian tidak dibedakan dalam UUD 1945,
dalam Pasal 1 UUD 1945 disebutkan istilah perjanjian dengan negara

lain dan perjanjian Internasional, bunyi Pasal 1 UUD 1945, yaitu:

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian

dengan negara lain.

53 Ibid., hlm, 32.
54 Ibid., hlm, 33.
55 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op Cit. HIm. 57.

56 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi
keempat (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 104.
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(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur

dengan undang-undang.

Atas perintah Pasal 1 UUD 1945, lahir UU No. 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional.5? Menurut ketentuan Pasal g ayat
(2) UU No. 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian Internasional
oleh Pemerintah dilakukan dengan undang-undang atau dengan
keputusan Presiden. Pengesahan perjanjian Internasional dilakukan
dengan undang-udang sesuai dengan Pasal 10 apabila berkenaan
dengan: (1) masalah politik, perdamain, pertahanan dan keamanan
negara; (2) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara
Republik Indonesia; (3) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (4)
hak asasi manusia dan lingkungan hdup; (5) pembentukan kaidah

hukum baru; (6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Perjanjian Internasional dapat bersifat bilateral, apabila
diadakan oleh dua negara, bersifat multiteral, apabila diadakan oleh
banyak negara, bersifat kolektif, apabila suatu perjanjian multilateral
memberi kesempatan kepada negara-negara yang pada mulanya
tidak turut mengadakannya, kemudian turut menjadi pihak traktat.
Menurut Utrecht, pembuatan suatu traktat melalui empat fase
yang berurutan, yaitu: a) Penetapan (sluiting); b) Persetujuan; c)
Penguatan (bekrachtiging) atau Ratifikasi/Pengesahan (ratiicatie);

d) Pelantikan atau pengumuman (akondiging).5®

57 Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, UU No. 24 Tahun
2000, (LN No 185 Tahun 2000, TLN No. 4012).

58 E. Utrecht dan Moh. Saleh djindang, Pengantar dalam Hukum
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4) Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

Terminologi yurisprudensi berasal dari kata Jurisprudentia
(bahasaLatin), yang berarti pengetahuan hukum (Rechtsgeleerdheid).
Sebagai istilah teknis yuridis di Indonesia, sama pengertiannya kata
“Jurisprudentie” dalam bahasa Belanda dan “Jurisprudence” dalam
bahasa Perancis, yaitu yang berarti hukum peradilan atau peradilan
tetap. Dalam bahasa Inggris maka terminologi “Jurisprudence”
diartikan sebagai teori ilmu hukum, sedangkan pengertian
yurisprudensi dipergunakan dalam rumpun sistem “Case Law” atau
“Judge-made Law”. Kemudian kata “Jurisprudenz” dalam bahasa
Jerman berarti ilmu hukum dalam arti yang sempit (aliran ajaran
hukum), misalnya Begrif-jurisprudenz, Interressen jurisprudenz
dan lain sebagainya. Istilah teknis bahasa Jerman untuk pengertian

yurisprudensi, adalah kata “Ueberlieferung”.>°

Dalamsistem hukum Indonesia, tidak semuaputusanpengadilan
dapat menjadi atau dianggap yurispudensi, putusan pengadilan
dianggap sebagai yurispudensi harus memenuhi syarat-syarat,
yaitu: (i) harus sudah merupakan putusan yang mempuyai kekuatan
hukum tetap; (ii) dinilai baik dalam arti memang menghasilkan
keadilan bagi pihak-pihak bersangkutan; (iii) putusan yang berulang
beberapa kali atau dilakukan dengan pola yang sama di beberapa
tempat tepisah; (iv) norma yang terkandung didalamnya memang
tidak terdapat peraturan tertulis yang berlaku, atau kalaupun
ada tidak begitu jelas; (v) putusan dinalai telah memenuhi syarat
sebagai yurisprudensi dan direkomendasikan oleh tim eksaminasi
atau tim penilai sendiri yang dibentuk oleh Mahkamah Agung atau

Mahkamah Konstitusi untuk menjadi yurisprudensi bersifat tetap.®°

Indonesia, Cet Kesebelas (Jakarta:Ichtiar Baru, 1989), hlm. 120.

59 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-Undangan
dan Yurisprudensi, (bandung: Alumni, 1979), hlm. 56.

60 Jimly Asshiddiqie, Pengantar,Op Cit.,hlm. 142-143.
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Secara teoritik dan praktik ada perbedaan pengertian
yurisprudensi pada negara yang menganut Sistem Hukum
Kondefikasi/Civil Law atau Eropa Kontinental seperti Indonesia
dengan negara yang menganut Sistem Common Law/Anglo Saxon/
Case law seperti di Negara Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain.
Pada hakekatnya maka yurisprudensi di negara-negara yang sistem
hukumnya Common Law seperti di Inggris atau Amerika Serikat,
mempunyai pengertian yang lebih luas, dimana yurisprudensi berarti
ilmu hukum. Sedangkan pengertian yurisprudensi di negara-negara
Eropa kontinental termasuk kita di Indonesia yang berdasarkan asas
konkordansi juga menganut sistem itu, maka yuriprudensi hanya
berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi yang kita maksudkan
sebagai putusan pengadilan, di negara-negara Anglo Saxon dinamai
preseden.®

Menurut Utrecht ada 3 (tiga) sebab maka seorang hakim

menurut keputusan seorang hakim lain:®

a) Keputusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag) terutama
apabila keputusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau oleh
Mahkamah Agung. Mr. Wirjono Projodikoro, yang pernah
menjadi Ketua Mahkamah Agung RI, mengatakan: “Misalnya
di Indonesia Mahkamah Agung adalah badan pengadilan yang
tertinggi yang bersendi atas Undang-Undang Dasar melakukan
pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan-
pengadilan yang lain. Dalam pengawasan ini dan lagi dalam
peradilan kasasi sudah seharusnya Mahkamah Agung dengan
putusan-putusannya mempengaruhi cara berjalannya peradilan
di seluruh Indonesia. Seorang hakim menurut keputusan

seorang hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi. Pengadilan

61 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum; Suatu kajian Filosois dan
Sosiologis, Cet.II (Jakarta: Gunung Agung ), hlm. 125.

62 E. Utrecht dan Moh. Saleh djindang, OpCit. hlm. 122-123.
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Tinggi atau Mahkamah Agung. karena hakim yang disebut
terakhir adalah pengawas atas pekerjaannya. Di samping itu
jugasering juga dihormatinya, karena jasa-jasanya (telah banyak
pengalamannya). Dapat dikatakan: karena suatu sebab yang
psikhologis, maka seorang hakim menurut keputusan seorang
hakim lain yang berkedudukannya lebih tinggi.

b) Di samping sebab yang psikhologis itu ada juga sebab praktis,
maka seseorang hakim menurut keputusan yang telah diberi
oleh seorang hakim yang berkedudukannya lebih tinggi. Bila
seorang hakim memberi keputusan yang isinya berbeda dari
pada isi keputusan seorang hakim yang kedudukannya lebih
tinggi, yaitu seorang hakim yang mengawasi pekerjaan hakim
yang disebut pertama, maka sudah tentu pihak yang tidak
menerima keputusan itu akan meminta apel atau revisi, yaitu
naik banding. Pihak yang tidak menerima keputusan tersebut
akan meminta perkaranya dapat dibawa kemuka hakim itu
yang kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan hakim
yang telah memutuskan perkaranya, dan yang pernah memberi
keputusan mengenai suatu perkara yang coraknya sama tetapi
bunyinya keputusan berlainan.

¢) Akhirnya, ada sebab: hakim menurut keputusan hakim lain,
karena ia menyetujui isi keputusan hakim lain itu, yang sebab

persesuaian pendapat.

Dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan, pada hakekatnya
yurisprudensi dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
pertama, yurisprudensi (biasa) dimana seluruh putusan pengadilan
yang telah bersifat “inkracht van gewijsde” yaitu telah berkekuatan
hukum tetap, seperti misalnya putusan perdamaian, seluruh putusan
yudex facti (Pengadilan Negeri/Tinggi yang telah diterima oleh para
pihak), seluruh putusan Mahkamah Agung, dan lain sebagainya,

kedua, yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie) yaitu putusan



Hukum Tata Negara 45

hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara yang sejenis

berlangsung secara terus menerus.

5) Pendapatatau pandangan ahli hukum (doctrin)

Doktrin hukum di sebut juga “Pendapat Sarjana Hukum” atau
ahli hukum. Doktrin adalah sebuah istilah yang digunakan dalam
hukum perancis sejak abad ke-19 yang berarti, “kumpulan pendapat
tentang berbagai masalah hukum yang diekspresikan dalam buku
dan artikel, juga digunakan untuk mengkarakterisasikan secara
kolektif orang-orang yang terlibat dalam analisa, sistesis dan evaluasi
terhadap materi sumber hukum, anggota profesi bidang hukum
yang mencurahkan perhatian khusus terhadap karya-karya ilmiah

dan memiliki reputasi sebagai otoritas.®

Doktrin adalah pernyataan atau pendapat para ahli hukum.
Dalam kenyataan, banyak pendapat para ahli hukum yang banyak
diikuti orang dan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan
hukum, baik oleh para hakim ketika akan memutus suatu perkara

atau oleh pembentuk undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddigie, doktrin atau pendapat para ahli
hukum harus mememuhi persyaratan, yaitu: (i) ilmuwan yang
bersangkutan dikenal dan diakui luas sebagai ilmuwan yang
memiliki otoritas dibidangnya dan mempuyai integritas yang dapat
di percaya; (ii) terhadap persoalan yang bersangkutan memang tidak
di temukan dalam peraturan tertulis yang berlaku; (iii) pendapat
hukum dimaksud telah diakui keunggulannya dan diterima oleh

umum, khususnya diterima dikalangan sesama ilmuwan.%

63 Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum. (Bandung: Nusamedia,
2010), hlm 96.

64 Jimly Asshiddigie, Penganta, Loc.Cit,hlm. 146.



BAB IV
NEGARA DAN KONSTITUSI SEBAGAI

OBJEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

A. Negara Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara

1. Istilah dan Pengertian Negara

Imu tentang negara sudah ada sejak yunani kuno. Plato dan dan
IAristoteles sebagai peletak dasar dari ilmu tentang negara, Plato
yang dalam bukunya Politeia dalam bentuk negara kota (polis).
Sedangkan Aristoteles membedakan tiga bentuk negara, yaitu

monarkhi, aristokrasi dan politeia.

Istilah negara diterjemahkan dari bahasa asing yaitu steat
(bahasa Belanda dan Jerman), state (bahasa Inggris), etat (bahasa
Perancis). Kata-kata tersebut diambil dari bahasa latin vyaitu
status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station
(kedudukan) yang dihubungkan dengan kedudukan persekutuan
hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah status civitatis
atau status republicae. Sedangkan istilah ilmu negara diambil dari
istilah bahasa Belanda Staatsleer, kemudian istilah bahasa Jerman
Staatslehre. Di dalam bahasa Inggris disebut theory of state atau
The General Theory of State atau Political Theory, sedangkan dalam

bahasa Perancis dinamakan Theorie d’etat.
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IImu negaraadalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian
pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada
umumnya. Pengertian menitik beratkan pada suatu pengetahuan,
sedangkan sendi menitik beratkan pada suatu asas atau kebenaran.%
[Imu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu yang
objeknya negara. Disamping ilmu negara ada beberapa cabang ilmu
pengetahuan yang negara sebagai objek penyelidikannya seperti,
IImu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Hukum Tata Negara dan

Hukum Adminstrasi Negara.

Mempelajari ilmu negara tidak dapat dipergunakan secara
langsung di dalam praktek, karena ilmu negara mempelajari
negara dalam pengertian yang abstrak atau bersifat teoritis, ilmu
negara mempelajari teori-teori, pengertian-pengertian pokok dan
sendi-sendi pokok mengenai negara. berbeda dengan mempelajari
hukum tata negara dapat di pergunakan langsung karena sifatnya
yang praktis. Misalnya dalam menjalankan keputusan-keputusan,
ilmu negara tidak mementingkan bagaimana cara hukum itu harus
dilaksanakan, karena ilmu negara bersifat teoritis, sedangkan hukum
tata negara langsung dapat dipergunakan dalamm praktek, karena
sifatnya yang praktis. Ilmu negara dapat di jadikan pengantar untuk
mempelajari hukum tata negara yang berlaku di Indonesia sebagai
hukum positif.%®

Timbulnya istilah ilmu negara atau staatsleer, diakibatkan
penyelidikan oleh seorang sarjana Jerman Georg Jellinek. Georg
Jellinek ini adalah bapak dalam bidang ilmu negara. Sebutan bapak ini
untuk menunjukkan bahwa orang itulah yang pertama sekali dapat

melihat cabang ilmu pengetahuan itu sebagai satu kesatuan dan

65 Abu Daud Busroh, IImu Negara, Cet. 3. (Jakarta:Bumi Aksara, 2001),
hlm. 8.

66 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Indonesia,
(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1983), hlm. 31-33.
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juga telah berhasil mencoba meletakkannya dalam satu sistem. Satu
sistem adalah suatu kesatuan dimana bagian-bagiannya mempunyai
hubungan satu dengan yang lainnya, artinya bahwa bagian-bagian
tadi dari kesatuan itu, satu dengan lainnya dihubungkan sedemikian
rupa sehingga merupakan satu kesatuan atau samenhangende
eenheid. Di dalam bukunya Allgemeine Staatslehre merupakan
suatu legger, yaitu suatu penutup bagi masa yang telah lampau dan
merupakan dasar serta pembuka bagi masa yang akan datang bagi

penyelidikan ilmu negara.

Beberapa pendapat mengenai pengertian negara antara
lain. Pengertian negara menurut Plato adalah suatu tubuh yang
senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-
individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang
itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan
keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka
harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama.
Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.®’
Menurut George Jellineck, negara ialah organisasi dari sekelompok
manusia yang telah mendiami wilayah tertentu. Sedangkan Friedrich
Hegel mengatakan bahwa negara merupakan organisasi kesusilaan
yang muncul sebagai proses sintesis dari kemerdekaan individual
dan kemerdekaan universal. Pendapat lain datang dari Kranenburg.

Ia mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi yang timbul

karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

Miriam Budiardjo mensajikan perumusan mengenai negara
menurut beberapa ahli diantaranya, Roger F. Soltau, negara
adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur
atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Harold ]. Lasky, negara adalah merupakan suatu masyarakat

67 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 17.
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yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat
memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau
kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Max Weber,
negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam
penggunaan kekerasan secara fisik di suatu wilayah. Robert M.
Maclver, negara adalah asosiasi yang menyelengarakan penertiban
dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang
diselengarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut

diberikan kekuasaan memaksa.®®

2. Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

Pengertian suatu negara berdasarkan hukum Internasional
dapat kita lihat pada ketentuan Konvensi Montevidio tahun 1993
mengenai hak-hak dan kewajiban- kewajiban negara (Rights and
Duties of States) yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat
dikatakan sebagai subjek hukum Internasional apabila telah

memiliki unsur-unsur, yaitu:%

a) Pendudukyang tetap

Penduduk yang dimaksud disini yaitu sekumpulan manusia
yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan
satu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum
nasional, tidak harus yang berasal dari rumpun, etnis, suku, latar
belakang kebudayaan, agama ataupun bahasa yang sama. Akan tetapi
penduduk tersebut haruslah menetap di suatu tempat, walaupun

sudah ada penduduk asli yang mendiami tempat tersebut.

68 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik”, cetakan ke-22, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 39- 40.

69 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional (Jakarta:
RajaGrafindo, 2003), hlm. 3.
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b) Wilayah tertentu

Untuk wilayah suatu negara tidak dipengaruhi batas ukurannya.
Walaupun pernah terjadi negara yang wilayah negaranya kecil tidak
dapat menjadi anggota PBB. Akan tetapi sejak tetapi sejak tahun
1990. Negara seperti Andorra, Liechtenstein, Monaco, Nauru, San

Marino dan Tuvalu telah bergabung menjadi anggota PBB.

¢) Pemerintah (penguasa yang berdaulat)

Pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang
merdeka dari pengaruh kekuasaan lain di muka bumi. Akan tetapi
kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara terbatas pada wilayah
negarayang memiliki kekuasaan itu. Maksudnya adalah bahwa dalam
kedaulatan suatu negara terbatas pada kedaulatan negara lain. Suatu
negara harus memiliki pemerintah, baik seorang atau beberapa
orang yang mewakili warganya sebagai badan politik serta hukum di
negaranya, dan pertahanan wilayah negaranya. Pemerintah dengan
kedaulatan yang dimiliknya merupakan penjamin stabilitas internal
dalam negaranya, disamping merupakan penjamin kemampuan
memenuhi  kewajibannya dalam pergaulan internasional.
Pemerintah inilah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam
rangka mencapai kepentingan nasional negaranya, baik itu di dalam
negaranya dalam rangka mempertahankan integritas negaranya,
maupun di luar negaranya melaksanakan politik luar negeri untuk

suatu tujuan tertentu.

d) Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-

negara lainnya

Unsur keempat ini secara mandiri merujuk pada kedaulatan dan
kemerdekaan. Kemerdekaan dan kedaulatan merupakan 2 (dua)
posisi yang tak terpisahkan sebagai subjek hukum Internasional.
Suatu negara dinyatakan mempunyai kedaulatan apabila memiliki

kemerdekaan atau negara dianggap mempunyai kemerdekaan,
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apabila memiliki kedaulatan. Pemerintahan suatu negara haruslah
merdeka dan berdaulat, sehingga wilayah negaranya tidak tunduk
pada kekuasaan negara lain dan berarti juga bahwa negara tersebut
bebas melakukan hubungan kerjasama Internasional dengan negara
manapun Sewajarnya adalah kalau suatu negara memiliki kapasitas
untuk mengadakan hubungan kerjasama Internasional dengan
negara lain untuk tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara

tersebut.

Dari ke 4 (empat) unsur tersebut, unsur pengakuan negara
lain. hukum Internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk
mengakui negara lain atau pemerintahan lain seperti halnya juga
bahwa suatu negara atau pemerintahan tidak mempunyai hak
untuk diakui oleh negara lain. Tidak ada keharusan untuk mengakui
seperti juga ada kewajiban untuk tidak mengakui. Akan tetapi dalam
prakteknya pengakuan negara lain juga sangat penting, terkait

dengan menjalin hubungan hukum, politik ekonomi.

Menurut beberapa ahli kenegaraan bahwa sebuah negara
haruslah memenuhi unsur-unsur konstitutif dan unsur deklaratif.
Unsur rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat merupakan
unsur konstitutif karena keberadaan ketiga unsur ini adalah mutlak
adanya. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur
deklaratif yang bersifat formalitas karena diperlukan dalam rangka
memenuhi unsur tata aturan pergaulan atau sistem Internasional.
Unsurdeklaratif mempunyai arti strategis untuk membina hubungan
kerjasama, rasa penghormatan dan pengakuan kedaulatan dari
negara lain. Masing-masing unsur tersebut saling berhubungan

antara satu dengan yang lain.

3. Tujuan Negara

Tiadasuatu negarayangtidakmempunyaitujuan. Beranekaragam

tujuan negara, dengan tiap penguasa dapat saja menemukannya.
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Pada umumnya pembicaraan tentang tujuan negara ini terutama
berhubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ-organ
negara atau badan-badan negara yang harus diadakan, fungsi dan
tugas daripada organ-organ tersebut, serta hubungannya antara
organ yang satu dengan organ yang lainnya disesuaikan dengan
tujuan negara. Tanpa pembagian tugas yang jelas dalam suatu negara

sebagai organisasi, tujuan tidak akan tercapai.

Tujuan negara Indonesia adalah tujuan nasional yang terdapat
dalam pembukaan UUD 1945 alinia keempat: “Untuk membentuk
suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia”.

Tujuan negaraialah negara itusendiri. Menurut Hegel, negara itu
adalah person yang mempunyai kemampuan sendiri dalam mengejar
pelaksanaan idee umum. la memelihara dan menyempurnakan diri
sendiri. Maka kewajiban tertinggi manusia adalah menjadi warga
negara sesuai dengan undang-undang. Hegel juga menciptakan
teori dialektika: melalui tese, antitese dan sintese lahir dan timbullah

kemajuan.”

70 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cet. 3. ( Jakarta:Bumi Aksara, 2001),
hlm. 49.
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Tujuan negara menurut beberapa ahli diantaranya: Agustinus
menyatakan bahwa tujuan negara dihubungkan dengan cita-cita
manusia hidup di alam kekal sesuai yang diinginkan Tuhan. Shang
Yang menghubungkan tujuan negara dengan mencari kekuasaan
semata, sehingga negara itu identik dengan penguasa. Menurut
John Locke dengan pembentukan political or civil society, manusia
itu tidak melepaskan hak asasinya. Dengan demikian tujuan negara
memelihara dan menjamin hak-hak asasi yaitu; (a) Hak hidup/
nyawa (leven). (b) Hak atas badan (lijf). (c) Hak atas harta benda
(vermogen). (d) Hak atas kehormatan (eer). (e) Hak kemerdekaan
(vriij heid).”

Pada dasarnya para ahli pemikir dibidang hukum dan negara
tidak ada yang dapat merumuskan dengan tepat tentang tujuan
negara dalam satu rumusan yang meliputi semua unsur. Para pemikir
tersebut pada dasarnya hanya menyebutkan suatu perumusan
yang sifatnya samar-samar dan umum.”’> Soehino merumuskan
tujuan negara yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan
kebahagiaan rakyat, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan
makmur.”

Setiap negara disamping mempunyai tujuan juga mempunyai
fungsi yang berhubungan erat dengan tujuannya. Setiap negara,
menyelenggarakan beberapa minimun fungsi yang mutlak perlu.
Untuk itu hal yang harus dilakukan oleh negara adalah sebagai
berikut:7# (a) melaksanakan ketertiban umum (law and order) untuk
mencapai tujuan bersamadan mencegah bentrokan-bentrokandalam

masyarakat. Dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilisator,

71 Ibid, hlm. 50.
72 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 147.
73 Ibid, hlm. 148.

74 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik”, cetakan ke-22, (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 46.
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(b) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting, terutama
bagi negaranegara baru atau negara yang sedang berkembang, (c)
mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan
serta ancaman dari luar. Negara harus dilengkapi dengan alat-alat
pertahanan yang kuat dan canggih, (d) menegakkan keadilan yang

dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Berdasarkan teori fungsi negara, untuk apa oganisasi negara
dibentuk atau dengan kata lain apa yang menjadi tugas negara akan
diuraikan oleh Teori Fungsi Negara. Dalam teori fungsi negara

terdapat lima paham, yaitu:75

(a) Fungsi negara pada abad ke XVI di Prancis: (a) Diplomacie:
bertugas ketika dahulu sebagai penghubung antar raja, namun
sekarang sebagai penghubung antar negara; (b) Diferencie,
bertugas menjalankan masalah keamanan dan pertahanan
negara; (c) Financie, bertugas menyediakan keuangan negara;
(d) Justicie, bertugas menjaga ketertiban perselisihan antar
warganegara dan urusan dalam negara. (e) Policie, Bertugas
mengurus kepentingan negara yang belum menjadi wewenang
dari departemen lainnya.

(b) Fungsi negara menurut John Locke: (a) Fungsi legislatif, untuk
membuat peraturan; (b) Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan
peraturan; (c) Fungsi federatif, untuk mengurusi urusan luar
negeri dan urusan perang dan damai.

(c) Fungsi negara menurut Montesquieu: (a) Fungsi legislatif,
untuk membuat undang-undang; (b) Fungsi eksekutif, untuk
melaksanakan undang-undang; (c) Fungsi yudikatif, untuk
mengawasi agar semua peraturan ditaati.

(d) Fungsinegara menurutVan Vollenhoven: (a) Regeling, membuat

75 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Loc. Cit., hlm. 83-86.



Hukum Tata Negara 55

peraturan; (b) Bestuur, menyelenggarakan pemerintahan; (c)
Rechtspraak, fungsi mengadili; (d) Politie, fungsi ketertiban dan
keamanan.

(e) Fungsi negara menurut Goodnow: (a) Policy making, kebijakan
negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat; (b)
Policy eksekuting, kebijakan yang harus dilaksanakan untuk

tercapainya policy making.

B. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Bentuk Negara

Setiap konstitusi modern, hal yang pertama kali dan sangat
penting untuk dicantumkan adalah mengenai bentuk negara,”
dalam ilmu negara pengertian bentuk negara di bagi menjadi dua

yaitu, Monarchie dan Republik.

Untuk mencegah salah pengertian mengunakan istilah “bentuk”
ditujukan untuk pengertian republik, sedangkan istilah “susunan”
ditujukan kepada pengertian kepada kesatuan atau federasi. Dalam
menentukan suatu bentuk negara maka Jellinek mempergunakan
cara bagaimana kehendak negara tertingi terbentuk. Apabila suatu
negara terbentuk dari satu orang saja maka dipastikan negara tersebut
berbentuk monarki, sebaliknya apabila suatu negara terbentuk atas
kehendak dan kemauan orang banyak yang tergabung dalam suatu
badan tertentu yang berdiri berdasarkan kenyataan hukum maka

negara tersebut disebut sebagai negara republik.”’ Pengertian lainnya

76 C.F. Strong, Modern Political Constitution; An Introduction to the
Comparative Study and Existing Forms, Edited with a New Introduction,
(London: Sidwick & Jackson, 1963), hlm. 63.

77 Muchyar Yara, pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di
Indonesaia; Suatu Tinjaun Sejarah Hukum Tata Negara, (Jakarta:
Nahdilah Ceria Indonesia, 1995). hlm. 56-68.
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diberikan juga oleh Leon Duguit yang memakai ukuran dalam
menentukan bentuk pemerintahan ialah dengan cara bagaimana
caranya kepala negara diangkat, apabila seorang kepala negara
diangkat berdasarkan hak waris maka kepala negaranya disebut raja.
Jika kepala negara diangkat melalui pemilihan, maka negara tersebut

bentuk republik dan kepala negaranya disebut sebagai Presiden?.

Aristoteles meninjau bentuk negara berdasarkan ukuran
kwantitas untuk bentuk ideal dan ukuran kwalitas untuk bentuk
pemerosotan. Jadi disini aristoteles memperhatikan banyaknya
yang memerintah, hingga menghasilkan bentuk ideal dan bentuk

pemerosotan, sebagai berikut:

a. Monarchie: Apabila yang memerintah satu orang untuk orang
banyak maka bentuk negara adalah Monarchie dan kalau
merosot dimana ia memerintah didasarkan pada kepentingan
sendiri maka bentuknya Diktator atau Tirani.

b. Aristokrasi: Bila yang memerintah beberapa orang dan demi
kepentingan orang banyak maka bentuk negara ini dinamakan
aristokrasi. Pemerosotan dari pada bentuk aristokrasi ini
yaitu apabila beberapa orang memerintah untuk kepentingan
golongan sendiri maka bentuk negara Oligarchie, sedangkan
apabila hanya untuk kepentingan orang kaya maka disebut
Plutokrasi.

c. Politiea dinamakan Politiea, Bila memerintah seluruh orang
dan demi kepentingan seluruh orang maka bentuk negara
dinamakan Politiea, sedangkan kalau merosot menajadi
perwakilan dinamakan demokrasi, jadi demokrasi merupakan

pemerosotan dari bentuk Politiea.”®

78  Ibid, hlm. 67.

79 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cet.ke- 3, (Jakarta: Bumi Aksara,
2001), hlm. 60-61.
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Bentuk negara Indonesia menurut UUD 1945 baik dalam
pembukaan maupun dalam batang tubuh terutama Pasal 1 ayat
(1) tidak menunjukan adanya persamaan pengertian dalam

menggunakan istilah dalam bentuk negara

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia
adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini
tertuang dalam Pasal 1ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Bentuk
negara Indonesia tertuang dalam pembukaan pembukaan yang
berbunyi: “..maka disusunlah suatu kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada...”. Ketentuan tersebut
dapatlah diambil garis besar bahwa adanya ketidak jelasan mengenai
bentuk negara republik Indonesia apakah menjurus kepada bentuk

republik ataukah bentuk kesatuan atau kepada sifat negara.

Pada perumusan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun
1949 juga ditemukan yang sama, dimana dalam mukadimah alinea
ke III dijelaskan: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan
kami dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik federasi”.
Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Konstitus RIS 1949: “Republik Indonesia
yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang

demokratis dan berbentuk federal’.

Perumusan yang sama juga ada dalam naskah UUDS 1950, dalam
mukadimahnya pada alinea ke III yang berbunyi: “Maka demi ini
kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang
berbentuk negara kesatuan”. Pernyataan tersebut kembali dipertegas
dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: “Republik Indonesia yang
merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis

yang berbentuk republik kesatuan”
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Selain dua bentuk negara diatas bagaimana dengan susunan
negara yang ditujukan untuk menentukan apakah negara kesatuan,
federasi atau konfederal. Dalam ilmu negara, susunan negara oleh
Jellinek disebut sebagai “Staattenverbindungen” pertama-tama
membedakan negara federal dan negara konfederal pada letak
kedaulatanya. Pada negara konfederal, kedaulatan terletak pada
negara-negara bagiannya, sedangkan pada negara federal, kedaulatan

ada pada keseluruhannya, yaitu pada negara federal sendiri.’°

Selanjutnya antara negara federal dengan negara kesatuan.
Pertama, pada negara federal negara bagian mempuyai wewenang
untuk membuat Undang-Undang Dasarnya sendiri dan dapat
menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-
batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi dari negara federal
seluruhnya, sedangkan bagian-bagian dalam negara kesatuan yang
lazim disebut provinsi-provinsi tidak mempuyai wewenang untuk
membuat Undang-Undang Dasarsendiri dan wewenang menentukan
bentuk organisasinya oleh pembuat undang-undang di pusat.
kedua, dalam negara federal wewenang pembuat undang-undang
pemerintah pusat federal ditentukan secara terperinci sedangkan
wewenang lainya pada negara-negara bagiannya, sebaliknya pada
negara kesatuan, wewenang secara terperici terdapat pada propinsi-
provinsi dan residu powernya ada pada pemerintah pusat negara
kesatuan.®

Negara kesatuan atau eenheidstaat atau unitary adalah suatu
negara yang berdaulat dengan satu konstitusi. Konstitusi negara
kesatuan menentukan batas-batas wewenang dan kekuasaan daerah,

sedangkan kekuasaan yang tidak diatur dianggap sebagai kekuatan

80 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, cet. Kelima, (Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara FH
Ul, 1983), hlm. 168.

81  Ibid. hlm. 169.
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milik pusat (residu power).8> Negara kesatuan juga didefinisikan

sebagai suatu negara yang diatur dibawah suatu pemerintahan pusat.

Negara federal adalah negara bersusunan jamak, artinya
negara yang didalamnya mash terdapat negara yang disebut negara
bagian. Jadi terdapat dua susunan negara yaitu negara federal dan
pemerintah negara bagian. Kekuasaan dalam negara federal ada dua
yaitu kekuasaan pemerintahan federal dan kekuasaan pemerintahan

negara bagian. Keduanya adalah sederajat satu sama lain.

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal.
Suatu bentuk negara yang tidak terdiri atas negara yang didalamnya
tidak tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Di dalam negara
kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan
pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat
terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi
di dalam negara. Maka di dalam negara kesatuan hanya terdapat
seorang kepala negara, satu Undang-Undang Dasar yang berlaku
untuk seluruh warga negaranya, satu kepala pemerintahan, dan
satu parlemen (badan perwakilan rakyat). Pemerintah dalam negara
kesatuan memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh uruisan
pemeritahan dalam negara tersebut. Dalam praktiknya, kekuasaan
untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan negara tersebut
dapat dijalankan melalui dua cara yaitu dengan asas sentralisasi dan
asas desentralisasi.

Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan
pemerintahan  dipusatkan, yaitu pada pemerintah pusat.
Pemerintah pusatlah yang mengatur dan mengurus segara urusan

pemerintahan di seluruh wilayah negara. Negara kesatuan dengan

82 Al Chaidir, Zulfikar Salahuddin, dan Herdi Sahrasad, Federasi atau
Disintegrasi; Telaah Awal Wacana Unitaris versus Federalis dalam
Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi, (Jakarta: Madani
Press, 2000). hlm. 61.
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asas desentralisasi menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada

daerah-daerah yang ada di wilayah negara tersebut. Daerah tersebut

menjadi otonom, dalam arti memiliki kekuasaan dan wewenang

sendiri untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah

sesuai dengan konstitusi yang mengaturnya.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas

desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini

didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 UUD

1945 Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut:

(a)

(b)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan derah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Peerwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah

diatur dalam undang-undang.
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2. Sistem Pemerintahan

Dalam teori hukum tata negara dikenal dua sistem pemerintahan
yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan
presidensiil (presidensial). Tetapi dalam praktek ada juga dikenal
sistem pemerintahan campuran yang disebut sistem parlementer

tidak murni atau presidensiil tidak murni.®

Istilah sistem pemerintahan berasal dari dua kata yaitu sistem
dan pemerintahan. Pengertian Sistem menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia; (i) seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan
sehingga membentuk suatu totalitas; (ii) Susunan yang teratur dari
pandangan teori, asas dsb; (iii). metode.? Sedangkan pemerintahan
berasal dari kata pemerintah yang di dalam bahasa Inggris dikenal
dengan kata government yang mempuyai dua arti, yaitu dalam arti

sempit dan dalam arti luas.®

Government dalam arti sempit berarti sebagai pemerintah yang
menjalankan fungsi eksekutif saja, sedangkan government dalam
arti luas meliputi segala sesuatu yang terdapat didalam negara yang
melaksanakan segara urusan kenegaraan, termasuk tugas eksekutif,
legislatif, dan sebagainya, pengertian pemerintahan atau government
yang dimaksud disini adalah pengertian yang luas.%¢

Sistem pemerintahan ialah segala sesuatu yang merupakan
perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau

lembaga-lembaga negara seperti, legislatif, eksekutif, yudikatif dan

83 Bintan R. Saragih, Majelis Permusyawaratan Rakyat, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 1992), hlm 7.

84 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1076.

85  Sri Soemantri, Perbandingan (Antar) Hukum Tata Negara (Bandung:
Alumni,ig71) hlm.3-4.

86 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia
(Jakarta: Dian Rakyat, 1977), him.58.
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sebagainya, dimana dengan kekuasaanya masing-masing lembaga
negara tersebut saling bekerja sama dan berhubungan secara

fungsional dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional.

Sistem pemerintahan negara-negara didunia secara sederhana
dapatlah dibedakan pada empat model yaitu model Inggris, Amerika
Serikat, Perancis dan Swiss. Amerika serikat menganut sistem
presidensial dimana hal tersebut mempengaruhi beberapa negara di
Amerika kecuali Kanada yang memakai sistem presidensial. Untuk
negara-negara di Eropa dan sebagian di Asia mengikuti model
Inggris dimana menggunakan model parlementer. Untuk Perancis
digunakan sistem pemerintahan yang disebut dengan hybrid sistem
atau sistem campuran, sistem campuran menghendaki pembedaan
antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kepala negara
ialah presiden yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat
dan kepala pemerintahan disamping bertanggung jawab kepada
presiden ia juga bertanggung jawab kepada parlemen karena ia
diangkat sebagai kedudukannya sebagai pemenang pemilu®.

Adapun ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu: (a) kepala
negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena
ia bersifat simbolik nasional (sebagai pemersatu bangsa); (b)
Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh
seorang perdana menteri; (c) kabinet bertanggung jawab kepada
dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya; (d)
karena itu kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari (dan
tergantung pada) parlemen.® Sedangkan menurut Jimly Asshiddigie

bahwa dalam sistem parlementer dapat dikemukakan enam ciri,

87 Jimly Asshiddiqqie, Presidensialisme Versus Parlementarisme, dalam
The Center for Presidential and Parliamentary Studies (CPPS) dan
Partnership for Governance Reform In Indonesia, Gerak Politik;
Mengagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan, hlm. 42.

88 Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, edisi
revisi, Cet ke-2 (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 74.
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yaitu: (i) Kabinetdibentuk dan bertanggungjawab kepada parlement.
(ii) Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab
kolektif dibawah Perdana Menteri. (iii) Kabinet mempunyai hak
konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode
bekerjanya berakhir. (iv) Setiap anggota kabinet adalah anggota
parlemen yang terpilih. (v) Kepala pemerintahan (Perdana Menteri)
tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi
salah seorang anggota parlement. (vi) Adanya pemisahan yang tegas

antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.3°

Sistem pemerintahan quasi, disebut juga dengan sistem
pemerintahan campuran dansistem referendum, adapun sistem quasi
dibedakan menjadi: (a) sistem pemerintahan quasi parlementer,
dimana yang menonjol adalah ciri-ciri parlementernya disamping
adanya ciri-ciri pemerintahan presidensil (b) Sistem pemerintahan
quasi presidensiil, dimana yang lebih menonjol adalah ciri-ciri
sistem pemerintahan presidensial disamping adanya pula ciri-ciri

sistem pemerintahan parlementer.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensiil. Sistem pemerintahan
disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar
pengawasan langsung badan legislatif. negara memakai sistem

pemerintahan presidensial akan dipimpin oleh presiden.

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai
berikut: a). Penyelenggara negara berada di tangan presiden,
Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan,
Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung

oleh rakyat atau oleh suatu dewan/majelis; b). Presiden tidak

89 Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam
Sejarah; telaah perbandingan konstitusi berbagai negar), Cet.1, (Jakarta:
UI Press, 1996), hlm. 67.

9o Ibid, hlm. 61.
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bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), karena presiden tidak
dipilih oleh parlemen, pemerintah dan parlemen yang sejajar; c).
Kabinet (menteri-menteri) diangkat oleh presiden dan bertanggung
jawab kepada presiden, tidak bertanggung jawab kepada parlemen/
legislative; d). Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai

lembaga perwakilan, Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

Hugart dan Carey mengidentifikasi sistem presidensial memiliki
karakteristik yaitu presiden dipilih oleh rakyat secara langsung atau
dengan electoral college untuk masa kepemimpinan yang tetap,
dalam keadaan normal presiden tidak bisa dijatuhkan dalam masa
jabatannya kecuali ada hal-hal khusus misalnya presiden melakukan
tindakan kriminal atau terang-terangan melanggar konstitusi.
Prasyarat ini merupakan prasyarat institusional sebuah sistem
pemerintahan presidensial, sifat dasar inilah yang paling elementer
dimana presiden harus bertanggungjawab hasil pemilu dan harus

bertanggungjawab kepada rakyat melalui mekanisme pemilu.*

Keuntungan dari sistem presidensial ialah, bahwa pemerintahan
untuk jangka waktu yang ditentukan itu stabil, kelemahannya,
bahwa kemunkinan terjadi apa yang ditetapkan sebagai tujuan

negara menurut eksekuti